PR
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
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Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENJELASAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Latar Belakang

a. Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor
3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa pengaktifan Pegawai
Negeri Sipil yang telah diberhentikan sementara ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Agar pelaksanaan penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara dapat berjalan efektif, efisien, dan menjawab
beberapa persoalan yang sering dijumpai di lapangan terkait
pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jaminan pensiun, perlu diberikan penjelasan tambahan yang
diperlukan dalam penetapan pertimbangan teknis, pengaktifan

Pegawai Negeri Sipil, dan pemberian penghasilan dimaksud.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

a. menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah atau pejabat yang
ditunjuk dalam pengalihan pemberian wuang pemberhentian
sementara menjadi penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dan penjelasan tambahan terhadap bahan permintaan

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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b. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran
pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
khususnya yang terkait pemberian pertimbangan teknis Kepala

Badan Kepegawaian Negara pada Instansi Pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

a. batasan dan jangka waktu pemberhentian sementara;

b. PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai batas usia
pensiun;

c. prosedur pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari jaminan pensiun,;

d. pengaktifan Kembali sebagai PNS;

e. persyaratan dalam pemberian pertimbangan teknis.

4. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

5. Isi Surat Edaran
a. batasan dan jangka waktu pemberhentian sementara
1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
a) diangkat menjadi pejabat negara;
b) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
c) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

2) Pemberhentian sementara bagi PNS yang diangkat menjadi
pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural
berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada
saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner,

atau anggota lembaga nonstruktural.

Balai
Sertifikasi
Elektronik
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Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena
menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak dikenakan
penahanan sampai dengan:

a) dibebaskannya  tersangka dengan = surat perintah
penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang
berwenang; atau

b) ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai batas usia

pensiun

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara ketika mencapai

batas usia pensiun, yang berusia 58 tahun, atau yang lebih dari 58

tahun

1)

2)

Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada
saat mencapai batas usia pensiun, yang berusia 58 tahun, atau
yang berusia lebih dari 58 tahun, belum ada surat perintah
penghentian penyidikan, penuntutan, atau belum ada putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari jaminan pensiun.

Pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari jaminan pensiun diajukan kepada pengelola program
jaminan pensiun PNS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Prosedur pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dari jaminan pensiun

1)

2)

pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari jaminan pensiun disampaikan oleh PPK atau pejabat lain
yang ditunjuk kepada pengelola program jaminan pensiun PNS
dengan tembusan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional
BKN dengan ketentuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
PNS yang dikenakan pemberhentian sementara mencapai Batas
Usia Pensiun.

Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara telah
berusia 58 tahun atau lebih, paling lambat 1 (satu) bulan sejak

ditetapkan keputusan pemberhentian sementara disampaikan
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oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pengelola

program sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Penyampaian oleh PPK atau pejabat lain sebagaimana dimaksud

pada angka 1) dan angka 2), dengan melampirkan dokumen

yang paling kurang memuat:

a) Surat pengantar pengalihan pemberian uang
pemberhentian sementara menjadi penghasilan sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun,;

b) Salinan Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS
yang bersangkutan; dan

c) surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP).

Berdasarkan tembusan penyampaian oleh PPK atau pejabat lain

sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) secara

lengkap diterima, paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala

BKN/Kepala Kantor Regional BKN menyampaikan Pertimbangan

Teknis hasil penghitungan besaran penghasilan kepada

pengelola program yang dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Angka 1 Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Pengelola program menetapkan pemberian penghasilan sebesar

75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun sesuai hasil

penghitungan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada

angka 4).

Pengaktifan kembali sebagai PNS

1) PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau
anggota lembaga nonstruktural diaktifkan kembali sebagai PNS
pada jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.

2) Dalam hal PNS yang menjadi:

a) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan,
dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;

b) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan,
dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan
penuntutannya,;

c) terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan,
dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan
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hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan
dari segala tuntutan; atau

d) terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan,
dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara
kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana
dengan tidak berencana,

maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

3) PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2), diaktifkan kembali
sebagai PNS pada jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.

4) Dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan
pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih karena
melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, apabila:

a) perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari
PNS;

b) mempunyai prestasi kerja yang baik;

c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan
kembali; dan

d) tersedia lowongan Jabatan,

maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

5) Pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1), angka 2), dan angka 4), ditetapkan oleh Presiden atau
PPK setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau
Kepala Kantor Regional BKN.

6) Format Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada
angka 5) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
Angka 2 dan Angka 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.

e. Persyaratan dalam pemberian pertimbangan teknis

1) Dalam pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala
Kantor Regional BKN bagi PNS yang telah selesai menjadi
pejabat negara, komisioner, anggota lembaga nonstruktural,
atau bagi PNS yang menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2),

persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:
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a) Surat permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada
PPK dari PNS yang bersangkutan;

b) Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan
pemberhentian pejabat negara, komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural yang berisi antara lain Nama, NIP,
Pangkat/Golongan Ruang PNS pada ... selesai
melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, komisioner
atau anggota lembaga nonstruktural pada tanggal ...;

c¢) Salinan surat perintah penghentian penyidikan atau
penuntutan dari kepolisian/kejaksaan/KPK atau putusan
pengadilan/petikan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap Nomor ... tanggal ... Sdr ...
Pekerjaan ... atas sangkaan tindak pidana berupa ... dan
dihentikan dugaan tindak pidananya/dihentikan
penuntutannya/dinyatakan tidak bersalah/dilepaskan dari
segala tuntutan, atau dinyatakan bersalah dengan pidana
penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan
tindak pidana dengan tidak berencana;

d) Dokumen hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis
beban kerja, dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan
jabatan yang ada;

e) Surat lepas atau dengan sebutan lain dari Lembaga
Permasyarakatan; dan

f) Surat pernyataan yang dibuat oleh pimpinan unit kerja
yang bersangkutan paling rendah menduduki jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa akan
membina yang bersangkutan, termasuk menjatuhi
hukuman disiplin apabila terbukti melanggar disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan.

g) Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
huruf f) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Angka 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
huruf ¢), huruf e), dan huruf f{), dikecualikan bagi PNS yang
diaktifkan karena telah selesai menjadi pejabat negara,

komisioner, anggota lembaga nonstruktural.
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3) Dalam pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala
Kantor Regional BKN bagi PNS yang menjadi terdakwa tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4),
persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:

a) Surat permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada
PPK dari PNS yang bersangkutan;

b) Salinan putusan pengadilan/petikan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor ... tanggal ...
Sdr ... Pekerjaan ... atas sangkaan tindak pidana berupa ...
dan dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 (dua)
tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan
tidak berencana;

c) Dokumen penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;

d) Surat pernyataan yang dibuat oleh pimpinan unit kerja
yang bersangkutan paling rendah menduduki jabatan ...
yang menyatakan bahwa:

(1) perbuatannya baik secara langsung maupun tidak
langsung tidak menurunkan harkat dan martabat dari
PNS;

(2) sebelum yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara
selama melaksanakan tugas jabatan memiliki perilaku
kerja yang baik;

(3) akan membina yang bersangkutan, termasuk dijatuhi
hukuman disiplin apabila terbukti melanggar disiplin
sesuai peraturan perundang-undangan;

(4) tidak akan mempengaruhi lingkungan kerja setelah
diaktifkan sebagai PNS;

e) Dokumen hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis
beban kerja, dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan
jabatan yang ada;

f) Surat lepas atau dengan sebutan lain dari Lembaga
Permasyarakatan;

g) Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
angka 3) huruf d) dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Angka 5 Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
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6. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

‘\'QBMA HARIA WIBISANA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

2. Direktur Operasi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
(Taspen) Persero; dan

3. Direktur Operasi PT. Asabri.

Balai
Sertifikasi
Elektronik
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL :4 MEI 2021

1. CONTOH
PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHASILAN

PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN PNS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP

INSTANSI : Pemerintah Kabupaten Sleman NOMOR :

1 NAMA Budi Susilo
2 NIP 19630804199501 10xx
3 TANGGAL LAHIR 04 Agustus 1963
4 PANGKAT/GOL. RUANG Penata Tingkat I - I1I/d
5 UNIT KERJA TERAKHIR Kecamatan Godean
6 MASA KERJA GOLONGAN 25 TAHUN 01 BULAN
7 MASA KERJA PNS 25 TAHUN 01 BULAN
8 GAJI POKOK TERAKHIR Rp4.237.500
9 TMT DIBERHENTIKAN SEMENTARA | sejak 01 Februari 2021

PEGAWAI Rp2.648.438
10 PENSIUN POKOK 75% DARI Rp2.648.438= Rp1.986.328

PENGHASILAN

DIBULATKAN Rp1.986.300
11 TMT DIBAYARKAN
PENGHASILAN 01 September 2021
Desa Munggur RT 01 RW 02 No. 10, Godean,
12 ALAMAT SEKARANG Sleman
13 PENGELOLA PROGRAM PT. Taspen KC Yogyakarta
TANGGAL DAN NOMOR SURAT
14 USUL 10 Juli 2021 - 800/VII/2021
15 TANGGAL TERIMA USUL 20 Juli 2021
KEPAf,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KANTOR REGIONAL
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2. FORMAT
PERTIMBANGAN TEKNIS PENGAKTIFAN KEMBALI
PEJABAT NEGARA/KOMISIONER/LEMBAGA NONSTRUKTURAL

PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI
MENJALANKAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA/KOMISIONER/LEMBAGA NONSTRUKTURAL

INSTANSI: NOMOR:
NAMA
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
NIP
1 PANGKAT
2 GOLONGAN RUANG
3 TMT
4 MASA KERJA LAMA
GOLONGAN BARU
LAMA
5 GAJI POKOK BARU
SURAT KEPUTUSAN NOMOR
6 PEMBERHENTIAN
SEMENTARA TANGGAL
SURAT KEPUTUSAN NOMOR
7 PEMBERHENTIAN
DARI PEJABAT TANGGAL
NEGARA
TANGGAL SELESAI
MENJALANKAN
8 SEBAGAI PEJABAT
NEGARA
9 BERLAKU MULAI
TANGGAL DAN NOMOR
SURAT USUL
TANGGAL TERIMA USUL
WILAYAH PEMBAYARAN
DITETAPKAN TANGGAL:
an.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 /i\) e N
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3. FORMAT
PERTIMBANGAN TEKNIS PENGAKTIFAN KEMBALI
YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN HUKUMAN PIDANA

PERTIMBANGAN TEKNIS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI

MENJALANKAN HUKUMAN PIDANA

INSTANSI: NOMOR:
NAMA
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
NIP
1 PANGKAT
2 GOLONGAN RUANG
3 TMT
LAMA
4 MASA KERJA GOLONGAN
BARU
LAMA
5 GAJI POKOK
BARU
6 SURAT KEPUTUSAN NOMOR
PEMBERHENTIAN SEMENTARA TANGGAL
NOMOR
7 PUTUSAN PENGADILAN
TANGGAL
s TANGGAL SELESAI MENJALANKAN
HUKUMAN PIDANA
9 BERLAKU MULAI

TANGGAL DAN NOMOR SURAT USUL

TANGGAL TERIMA USUL

WILAYAH PEMBAYARAN

DITETAPKAN TANGGAL :

an.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
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4. FORMAT
SURAT PERNYATAAN BAGI PNS
YANG DIPIDANA PENJARA
KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan :
Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil
Nama :
NIP
Pangkat/golongan ruang
Unit kerja
Instansi

akan saya bina yang bersangkutan, termasuk menjatuhi hukuman disiplin
apabila terbukti melanggar disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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5. FORMAT
SURAT PERNYATAAN BAGI PNS
YANG DIPIDANA PENJARA
2 (DUA) TAHUN/LEBIH

SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan :
Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil
Nama :
NIP
Pangkat/golongan ruang
Unit kerja
Instansi

1. perbuatannya baik yang secara langsung maupun tidak langsung tidak
menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
2. sebelum yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama melaksanakan
tugas jabatan memiliki perilaku kerja yang baik; dan
3. tidak akan mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan sebagai PNS.
Selain menyatakan hal-hal dimaksud, saya akan membina yang bersangkutan,
termasuk menjatuhi hukuman disiplin apabila terbukti melanggar disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BIMA HARLA WIBISANA
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